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Our Key messages ACWG

1. Ensure accountability through improved target setting and reporting.

( e.g. adopting peer review mechanism as implemented in UNCAC
review mechanism)

2. Build a culture of learning among member countries to identify
both successes and failures.

3. Prioritize greater engagement with civil society through ongoing
consultations with CSOs.

4. Commit to ongoing efforts to ensure citizens and CSOs can participate

in monitoring and oversight of the delivery of G20 anti corruption
commitments.
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Poin-poin Deklarasi Para Pemimpin G20 yang relevan
dengan isu anti korupsi (1)

* Pentingnya akuntabilitas dan transparansi di sektor publik maupun _
* Pentingnya peran audit

* Pentingnya fokus pada penyuapan, baik dalam aspek pencegahan maupun
penindakan (termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing.)










G20 Anti-Corruption Action Plan 2022-2024




United Nations
gainst Corruption (UNCAC)

ion

Fostering CSOs involvement in eradicating
and tackling corruption has been stated in
Article 13 (Article 13) of UNCAC. CSOs and the
government are working together on the “Fast-
tracking UN Convention against Corruption
(UNCAC) Implementation”



Corruption Perception Index G20 Members
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China 40 45
2 South Africa 45 44

LEADING BY EXAMPLE :
3 India 40 40
Para pemimpin negara- 4 Brazil 40 38
negara G20 masih 5  Argentina 36 38
berhutang : Bukti Nyata 6  Indonesia 37 38
Pemberantasan Korupsi 7 Turkey 41 38
yang Serius dan Progresif. 8 Mexico 30 31
9 Russia 29 29

Source: CPI, Transparency International



Beberapa perkembangan yang terkait dengan komitmen
Indonesia dalam pemberantasan korupsi selama tahun 2022

1. Dampak revisi UU KPK di tahun 2019 dirasakan hingga hari ini, yaitu

* Terus merosotnya integritas pimpinan KPK yang mengancam integritas
lembaga;

* Lemahnya independensi institusi KPK telah mengakibatkan politisasi institusi
KPK dan menyeret KPK masuk ke dalam kontestasi politik elektoral dan
dijadikan alat politik kekuasaan.

* Kedua kelemahan itu telah melemahkan kepercayaan publik terhadap
keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi



* Pemerintah dan DPR gagal mewujudkan komitmennya untuk
membangun kerangka hukum anti korupsi yang lebih progresif
dengan: i) mengadopsi sejumlah rekomendasi UNCAC, terutama
terkait jenis-jenis pemidanaan, ii) mempertahankan badan anti
korupsi yang independen, iii) membentuk Undang Undang Pemulihan
Aset, iv) menghormati dan melindungi partisipasi masyarakat.



